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I. JENIS RAPAT

KAN4IS
09 O!<tober 20 r 4

l:i.00 wrB.

Gedung DPRD K,abupaten Rembang

II.

III.

: Rapat Paripurna lnte ,ral DPRI) Kabrrpaten

Rembang

SIFAT RAPAT : Terbuka

ACARA RAPAT:

l. Pembukaan;

2. Pengesahan Ranca:gan Peraturan DPR.D tentang Tata Tertib

DPRD Kabupaten Remcang nrerjadi peraturan DPRD tenl.ang

Tata Tertib DPRD Kabupate,r Rembang;

3. Penutup.

PIMPINAN RAPA'I'

l. Nama : H. Nlajid Krmil. l\iZ
2. Jabatan : Ketua DPP.D I.'-abupaten Rembang

IV.



V. SEKRETARIS R{PAT

l. Nama : Drs. ACHMAD I\{tiALtF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupatc,r Remi.'ang

VI. JUMLAII ANGGOTA

l. Fraksi Persatuan Pemba.rgulan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Barrgsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nrsdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

ANGGOTA YANG HADIR

l. Fraksi Persatuar Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsi,

4. Fraksi PDI Perjuangan Nai,lem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HAQIB

1. Fraksi Persatuan pembangtrnan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasde m

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

: l0 orang

: 8 orang

: ti orang

: 8 orang

: 5 orang

: 4 orang

: 4 orang

: 4-5 orang

: 7 orang

: 5 orang

: 5 t-rrang

: 7 orang

: I orang

: 4 orang

: 4 orang

; 33 orang

: 3 orang

: 3 o:'ang

: I orang

: I orang

: ,l orang

: - orlng

: - orang

Jumlah : l2 orang



IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT' : H. I\{ajid Kamil. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

As alamu' a la i ku mll/ r. W b.

Yang terhormat Rekan- rekan Pimpinananggota DPRD

Kabupaten Rembang.

Sekretaris I)PRD beserta Staf.Yang saya hormati

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan

Yang Maha Esa marilah kita untuk tidak henti-hentirrya nrenrarr.jatkirn puji

syukur kehadirat-Nya, karena atas rahmah dan hidayah yang diberikan

kepada kita, pada hari ini kita mrrsih berkesempatan beftemu kembali di

ruang paripurna DPRD dalam melaksanakan dan mengikuti Rapat

Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat wal afiat tanpa

aral suatu apa. Mudah- mudahan rapat paripurrra ini daoat berjalan lancar

hingga selesainya acara nanti.

Rapat Dewan yang terhormat,

Sebagaimana hasil Rapat Pimpinan Gabungan antara Pimpinan

DPRD dengan Pimpinan Fraksi- fraksi DPRD pada tanggal 6 Oktober 2014,

Rapat Paripurna inimerupakanRapat Interna! DPRI) dalam rangka

Pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang.

Perlu kami sampaikan bahlva dalam Rapat paripurna pengcsahan

Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Rembang pada tanggal 6 Oktober 2014, terdapat perubahan pada



Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPIID Kabupaten

Rembang sebagaimana yang disusun oleh Tim Penyusurt Tata Tertib.

Perubahan tersebut terletak pada Pasal 50 ayat (3) yakni dalam

pernbiCangan Komisi, di mana Bagian Humas Setda dan Satnol PP

sebagaimana Rancangan Tim Penyusun dimasukkan dalam Komisi D, oleh

fraksi melalui tangapan fraksi-fraksi, Bagian Humas Setda dan Satpol PP

dikembalikan sesuai draft Rancangan yakni nrasuk pada Komisi A.

Selanjutnya Rancangan Peraturerr DPRD tcntang'l'ata 'l'crtib DI'}RD hcst:rta

perubahan atas tanggapan fraksr-fraksi tersebut.oleh anggota-anggota

DPRD dapat diterima dan disetujrii menjadi Rancangan Resmi Peraturan

DPRD tentang 1'ata Tertib DPRD l..abupaten Rembang. Dan oleh pinrpinan

sementara Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang

telah resmi disetujui tersebut diserahkan kepada Pimpinan DPRD untuk

ditindaklanjuti menjadi Peraturan DPRD, sebagaimana foto copy yang

saudara- saudara terima.

Rapat Dewan yang terhormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal '18 ayat (l) huruf c Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 dijelaskan bahwa " Rapat

Paripurna memenuhi kuorum apairila dihadiri oleh lebil, dari % ( satu

perdua ) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat

untuk mengambil persetujuan atas hak angket, hak menyatakan pendapat,

mengambil keputusan usul pemberhentian kepala daerah dan atau wakil

kepala daerah, memberhentikan pimpinan DPRD, menelaokan peraturan

daerah dan APBD ".

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DpRD Kabupaten

Rembang bahwa darijumlah anggota DPRD sebanyak 4,< orang,, yang hadir

secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 33 orang.



Dengan demikian, Rapat Paripurna Intetnal DPRD hari ini telah memenuhi

qourum dan segera dapat dimulai.

Selanjutnya dengan mengucap " Bismillahirrohmanirrohim" tepat

pukul 13.40 WIB Rapat Paripuma saya nyatakan dibuka.

( Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, terlebih dahulu akan saya

bacakan susunan acara dalam ReLpat Paripurna hari in: adalah sebagai

berikut :

l. Pembukaan;

2. Pengesahan RancanganPeratrrran DPRDtentang 1'ata l'ertib DI,lll't

KabupatenRembang menjadi Peraturan DPRDtentar:g Tata TertiL,

DPRD KabupatenRembang:

3. Penutup.

Selanjutnya, marilah kita masuk pada acara pokok dalanr Rapat

Paripurna hari ini yaitu pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang

Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjadi Peraruran DPP.D tentang

Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembaug.

Rapat Dewan yang terhormat,

Pengesahan Rancangan Peraturan DPRD teutang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang perlu mendapat persetujuan dari anggota DpRD dalam

Rapat Paripurna, karena Rapat Paripurna merupal.:an fbrum rapat tertinggi

anggota dalam pengambilan keputusan.



Oleh sebab itu, disetujui atau tidakrya Rancangan Peraturan DPRD tentang

Tata Tertib menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib ini adalah

tergantung persetujuan dari rekan- rekan anggota yang hadir dalam rapat

paripurna ini.

Untuk itu persetujuan saya tarvarkair kepada rekan- r'ekan anggota :

" ApakohRancangan Peruturan DPRD tentong Tala Tertib DPRD

KabupatenRembangsebaguimana fotocopy yong beradn di tangon

Saudara-Saudora dapat disetujui menjodi Peraturan DPRD tentung Tutu

Tertib DPRD KabupatenRembang? "

___SETUJUUUU !!!I!!::
( Dengan suara bulat semua anggota L\PRD menyetujui )

( Ketuk ptlu I kali )

Dengan demikian Rancangarr Peratrrran DPRD tentang Tata Tertib

DPRD Kabupaten Rembang hasil kerja Tim Penyusun Peraturan DpRD

dapat disetujui menja<li Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang dalam Rapat Paripurna ini. Semoga peraturan DPRD

tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang telah disahkan,

nantinya dapat mewadahi dan menampung hak serta kewajiban Arggota

DPRD Kabupatcn Rembang sesuai dengan keadaan saat ini dan yang akan

datang.

Rapat Dewan yang terhormat,

Dengan telah dilakukan Pengesahan

menjadi Peraturan DPRD tentang 'l ata Tertib

maka selesai sudah acara rapat paripurna

perhatiannya dan mohon maaf ap,abila ttda

memimpin rapat.

Ra.ncanganPeraturan DPRD

DPRD Kabupaten Rernbang,

hari ini, telima kasih atas

kekura;rgan di dalanr saya



Sebelum rapat ini saya akhiri saya menawarkan kepada Saudara-

Saudar:. Mengingat Peraturan I)PRD tentang l'ata Tertib DPRD telah

disahkan, saya pikir kita tidak perlu berlama- lama untuk menetap<an alat

kelengkapan. Oleh karena itu saya menawarkan, sehabis rapat ini para

Pimpinan Fraksi bersama Pimpinan DPRD berembuk untt'k menjadwalkan

pembentukan alat kelengkapan.

" A;';akah Sa:lTlT:Tra setuju ', "

( Dengon suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )
( Ket,tk palu I kuli )

Akhirnya dengan mengucap 'Alhamdulillahirobbil 'alamin " tepat

pukul 13. 50 WIB Rapat Paripuma DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Nlaha Esa senantiasa rneridhoi usaha kira

bersama.......Amin.

llass alamu' al ai k u m llt r. Ll/ b.

DEWAN PERWAKII-AN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIS,

AD NIIJALIF
Pembina

NIP. 196208
tama Muda

KETUA,

H. MAJID KAMIL. MZ

198803 I 0l r



LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRO

KABUPATEN REMBANG TENTANG
PENGESAHAN'TAI\ICANGAN I}EITA'I'UIIAN DPIII)
KABUPATEN RI,MBANG MENJADI PERATIJRAN
DPRD TENT,A.NG TATA TERTIB DPRD
KABUPATEN RI:MBANG

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

Daftar Hadir Pirnpinan dan Anggota
Kabupaterr Rembang;

Peraturan DPRD Nomer..9..i Tahun 2014
Tata Tertib DPRL) Kabupaten Rembang;

DPR.I)

tentang
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Merrimbang. a.

Mengrngat: 1.

PERATURAN DEWAN PEiWI,KIL.AIJ RAKYAT )AERNH

KABUPAIEN REU]BANG

Nonror :.9.l..Tr',FtuN 20l 4

l EI{TANG

TATA TERTIBDEWAN PEIlW/.KILAN RAKYz\T DAERAH

KABUPAIEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYA /. DAERI\h KA3UFATEN RcMBANG

C,

b.

bahwa fungsi Dewarr Perwakilan Rakyat Daerah Kabupater, Rernb.rng

sebagaj lembaga legislatif diharapkan dapat nt:nd.rkurrg penyelenggaraan

pemerintahan Kabupaten Rembang yang tertib, sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku,

bahwa dengan terpilihnyJ AnggJta DpRD rrasa jakti 2014-ZO1g

berdasarkan hasil pemilu 2014, "r:taka peraturan DI,RD Nomor O1 Tahun
2012 tentang Perubahun Puraturan DpRD Ncmor 01 'l-ahun 2010 tentang
Tata Terlib Devran Pena al ilan Rakyat Daerah sudah trdak sesuar lagi,

sehilgga perlu diganti,

bahwa berdasarkan pedirncangan seba!:aimana dima.ksud pada hLrruf a
dan b maka perlu menetrpkan peraturan Dewan F,en^rakilan RaK/at
Daerah Kabupaten Remh,ang tentang Tata Tertiir Dcwan perwakilan

Rakyat Daerah Kabupate,r Rembang.

Pasal 1 ayat (2), Pasai 19 ayar (1), pasat 20,\, prsal 21 iaasai 228
Undang-Undang Dasar Negara RepuL,lik lndones ja Talruni 945:

Undang-Undang Nomor 3l: Trrhun 2OO4 tentang perne.intahan Daerah
sebagaimana telah diubatr bebe.-apa kaii rerakhir dengan Uncjang_
Undang Nomor l2 Tahun ;0Og tertang perubahan Keiua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun ?CO4 tentarrg perne.intahan Da _.rah,

Undang-Undang Norrror 15 .ahun 20 1 1 tent..r g ?enye,cnggara pem jliharr

Umunt,

Undang-Undarg ,riomcr 2 f;rhun 2011 tentarg parlaj Folitrk;

Undang-Undang Nomor B T?h-ln 20 12 tentarrg pemilrl.an Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dernran p€ nvakirarr Da.rah d:rrr Dewan pr:rv"rakiran

3

2

Rakyat Daerah ,

Undang-Undang Ncmc,r 1l
Permusyawaratan Rakyat, i )e:i,r.an

Tahun 2014 entang Malelis

Perwakilan llakyat, Cewa. perwakilan

4.

5



Daerah, dan Dewan PeM3kilan Rakyat Daerah,

7. Peraturan F amerint:lh Nomor 58 Tahun 2005 tc,ltang Pengeloiaan

Keuangan Daerah;

B. Peraturan Pemerintalr llorrtor 6 Tal-run 2006 tsntang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja lnstansi Peme intah,

9. Peraturan Pemerintah ;.lomor 3 Tahurr 2007 tentang Laporarr

Peryelenggaraan i)emet rtah Daerah Kepada Pemerintah, L apora,l

Keterangan Pertanggungl,rwaDa.l Kepal3 Daerah, dan lnformasi I apora'r

Penyelenggaraan Pemerirtah Daerrah kepaoa Masyaral<at,

10. Peraturan Pemerintah I'lom,;r 16 Tahun 2010 tentang Pedonrarr

Penyusunan Peraturan Dewan Pervrakilan Rakyat Daerah tentar g Tata

Tertib Dewan Penrakilan R.aky ll Daerah.

I;AB I

KETEN-I UAN UTIIJM

F asal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan.

1. D:erah adalah Kabupaten RembanS

2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkal dalra'r sebagar unsu'

penyelenggara penrerintahan daera r.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ,ang selanjutny:. drsebut JPRD adalah Dewal

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupat( n Rembang

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan V/akil-wakii Ketua DPRD K?br.rpaten Rernbang.

5. Kepala daerah adalah Bupati Rembirng

6. Wakil kepala daerah adalah Wakil B rpaii Rembang.

7. Bupati adalah Bupati Rembang.

8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ren bang

9. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengrah.

10. Pengadilan Negeri adalah Pe,rgadilan Negeri Ren,bang

11. Komisi Pemilihan Umum yang disingkat oengan KPU ada, th l. omisi Pemrtrhan

Umum Kabupaten Rembang.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae:ah yang selanl-riny,: dis.rg,(at AP.3D adalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja L.aerah Kabupaten ll.embang.

t3. Fraksi adalah pengelompokan An3gora Dewan I)enarallilar, Rakyat Daeralr

Kabupaten Rembang yang men.jerrr inkan konfiguras, parlai p,>lirik di Kabrpaten

Rem ba ng

14. Badan Kehormatan adalah alat ke engkapan Dewe n Perwakila r Rakyat L,aerah

Kabupaten Rembang yang berrifat tetap dan diben-uk oleh Il e,van perwaki,an



Rakyat Daerah Kabupaten Rembarrit.

15. Badan Musyawarah adalalr alat kelengkapan Dewan Perwakiran Rakyat Daera,r

Kabupaten Rembang yang bers,fat tetaf dan diben:uh cleh D lwan pe.wakiian

Rakyat Daerah Kabupaten Remban J

16. Badan Anggaran adalah alat ke,Dngkapan Dewan l)t,rv,,akri,in Rakyal Daer"rlr

Kabupaten Rembang yang bersif:,t tetar, da1 dibentuk oleh Dewan penaraf.ilar

Rakyat Daerah Kabupaten Remban ).

17. Badan Legislasi Daeralr adalah alat kelengkapan Dewa n perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang /ang bersife t tetap dan dib,enruk oleh Dewan perryakilan

Rakyat Daerah Kabuparen Rernban,;

18. Komisi adalah alat kelerrgkapan -,ewa,r perwakiian Ra<yat Daeralr Kabupaten
Rembang yang bersifat tetap dan d centuk oleh Dewarr p:rwarrilon Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang
'19. Tata Tertib adalah rata Te (ib D:wan perwakilan Raryat Daerah Kabupate r

Rembang yang berfungsi untuk nr{):nperjeras tuoas daram merrgatur mekanisr,e
kerja anggota DPRD yang ditetapkar. oreh dan untuk keperrtrngan intern anggota

20. Kode Etik Dewan Penarakilan Raky:t Daerah yang selanlutr ya oisebut Ko ie Etik
adalah norma yang wa.iib dipatuhi c,ieh setiap anggota DpRt s:rama menlr,rankan
tugasnya untuk menjaga martabat, kchormaran, citra dan kredir,,iirhs

21 . Awal Tahun Anggaran adalah bulan ianu.-rri.

E.{B rr

SUSUNAN, KEDUDUKAN, KI:ITNGGOlAAN, FUNGSI, TUGAS,

WEWENANG, H/.K DAN i{EWAJIBAI.I

Bagi;rn Kesatu

Susu,tan, Kedrrdukan dan Keanggotaarr

F asal 2

DPRD masa bakti 2014-2019 ierdiri at',s anggota partai pol.tik peserta pemirihitn umun.l
yang dipilih melalui pemilihan umum tahun:1014

pasal .i

DPRD merupakan lembaga perwakilan ri kyat daerzih dan berke dudLikarr sebaeari urrsrr
penyelenggara pemerintahan daerah kabt,;raten.

Fasal 4
(1) Anggota DPRD berjumtah a5 (empat puruh lima) orang.
(2) Keanggotaan DPRD drres mikan rJeng rn keputusan gube.nur sesL,ai denEan taporan

komisi pemilihan umum yang drsampaika I melalui bupati
(3) Masa jabatan anggota DpRD adarah 5 (r ma) tahun.terhitung murai ta.nggar pengLrcap?n

sumpah/janji anggota DpRD dan ber rkhir pada saat anggola )l,RD yanE baru
mengucapkan sumpah/1an1r.



(4) Arrggota yang baru sebagaimana dinrakqutj pada ayat (3t rneng -rcapkan sumpah janji

bersama-sama bertepatan pada tangg'.,1 berakhirnya Irasa JaJat,.'' 5 (litlra) tahLrn

anggota DPRD yang lama

(5) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapal nrengrcap'<an suirpah/1an1r

bertepatan dengan berakhirnya masa labatan 5 (lima) talt'.,rr a.lgg()ta DPRD yarrg lama,

masa jabatan anggota DPRD dimrksud berakhir bersarnaar der,gan rnasa 1abartir,r

anggota DPRD yang mengucapkan s.lmpah, janli secaTa be 'sirrr a-sarn i)

(6) Dalam hal tanggal berakhirny,l masa jabatan anggota DP.r?D latuh pada hari libur atau

hari yang diliburkan, pengucapan sumfieh/lanJi drlaksana<an hari berikutnya sesudah

l,ati ,ibur atau hari yang diliburkan dirraxsrrd.

[)asa I 5

(1)Anggota DPRD sebelum menangku iabatanrrya, mengu,:apkan surnpah/1an1r seca,ra

bersama-Sanra yang dipardu oleh l.e't,,ra pengadilan neLler i dalam rapat n:ri'iprrna

istimerva DPRD

(2) Dala.n hal ketua pengadilan negeri be-hala rQ?rr, penQuc pan sumpahijanji anggota

DPRD dipandu oleh wakil ketua penEad,,sr'r ne!€n

(3) Oalam hal wakil ketua pengadilan r:geri seJagaimana crimaksud pada ayat (2)

berhalangun, pe,lgucapan sumpah/jan1r anggota DPRD dip;ndu oiet. hakim seni,)r pada

pengadilan negeri yang ditunluk oleh kei,ra per gadilan negeri

(4) Hakim senior sebagarmana dimaksuo parda ayat (3) ,jdata'r haknn yang rnemilrki

pangkau golongan ruang yang tertinggi Cr pe:rgadilan negeri yang bersangkutan '
(5) Anggota DPRD yang berh;rlangan me.igucapkan sumpah/lanli sebagaimana di,naks,rd

pada ayat (1), yang bersangkutan menil,rcaDkan surnpah/janli dipand.r oleh ketLra araLr

wakil ketua DPRD dalam rapat paripurniristir,rt:vra DpifD

(6) Anggota DPRD pengganti antarwaktu jJbe,urn rtemangku j3batannya. nrengu:apkarr

SUmpah/janji yang dipandu oleh ketua r titu \^/akrl ketua DpRi) dalam rapat pa purna

istimewa DPRD

Pasal 6

(1) Pengucapan sumpah/janji anggota Di'RD sebagarmana rjrrlaksul dalam pasal !,
didampingi oleh rohaniwan sesuai deng;,.1 ag;,ma masing-masrng

(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebag :rmana drmal<sud pada ay.rr (1). anggcra JpRD
yang beragama.

a. lslam, diawali dengan frasa "Dem,Allat:",

b. Protestan dan Katolik, diakhiri derr']an frasa "semoqa Trhar, r,renorong sayir'

c. Budha, diawali dengan frasa "Derrr Fyang .Acii Br:dha di,,r

d. Hindu, diawali dengan frasa "Om A,tair paramawrsesa

(3) Setelah mengakhiri pengucapan surnpalr/1arr1r, angJota DPitLJ n'"'r,,rrrrlat.rlgar)r belta
acara pengucapan sumpah/ianlr



Pasar 7

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dala n Pasa I 5 adalalr seDagai nerrkut

'Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berra rji

bahwa saya akan memenuhi kewaliban s..rya seb;rgai anggota i r.':ir.r;r /,verkil l,ei.ra Dew.rrL

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Renrbanq dcnqan seDa k-L-. rknya darr seadrl-adrlnya.

Ses'uai dengan peraturan perundang-undan!.t,-ln, delga,r berpedoman t,ada Pancaiila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik lrJrrrrr:sra Ta hun 1945

bahwa saya dalam menlalankan kewa.lrban akan bekcrla delean sr n.;g-rh-sirngguh denri

tegaknya kehidupan demokrasi, serta m,-ngutamakan kepentrnqan birngsa dz,n regara

daripada kepentingan pribadr, seseoran3 Lan golongan,

bahwa saya akan memperluangkan asnrrasi rakyat yang saya wai,ilr t rtuk mewu.ludkan

tujuan nasional demi kepentingan ltangsa ( an negara kesatua I ReruSlrl. tndonesra.

Bag,an Kedua

Funqsi dan Tugas

[)as I I 8

(1) DPRD mempunyai fungsi

a. legislasi,

b. anggaran, dan

c. pengawasan.

(2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaks'rd pada ayat (1) hLrruf a diwulLrdkan dalam

membentuk peraturan daerah Lersarna epala daeralr.

(3) Fungsi anggaran sebagaimana dinrak:ud pacja ayat (t ) ruruf b di,,vu]udkar dalam

membahas dan menyetujui anggarar, p Jrrdat atan dan bel;rn1ii daer3h bersama kepal:r

daerah.

(4) Fungsi pengawasan sebagaimana dim: ksucl pada ayat (1 ) ruruf c drwulr.rdkar dalar,r

mengawasi pelaksanaan peraturan Caerah Can ApBD.
(5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksr.rtl pa.Ja ayat (1) rirrara.kan dararr k€.rangka

representasi rakyat Kabupaten Ilemban I.

pasal 9

(1)DPRD mempunyai tugas dan wewenan.r.

a. membentuk peraturan daerah bersama llep:rla daeran
b. membahas dan memberikan per: etujuar. ?ncanEan p.rr.lturan daerah nrenge rar

APBD yang diajukan oteh kepala la ?rah;

c. melaksanakan peng.twasan terhadaD pelaksanaan p,,r aiLrran oaerah dan A.pBD.
d. mengusulkan pengangkatan dar /atau pemberhentran kepar: daerah dan/atau

wakil kepala daerah kepada rirenteri oalam negerr nerarur gubernur untuk
mendapatkan pengesahan penga, g,.atan dan/ataU pe r|l erlrentlarr



e. .ncmrlih wakil kepala daerah dal;,m hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepalir

'iaerah,

f. me mberikan pendapat dan pertr:nbarrgan kepada pemerintah daerah terhadap

rencana perlan,ian internasional rlr daerah,

g. memberrkan persetujuan terhadap rencana kerja sama iniernasiona. yang

CilakLrkan oleh pemerintah daeralr ,

h meminta laporan keterangan pedrnggrrngjaw?ban kepala daerah dalam

per yelenggaraan pemerintahan d a e,ra h,

i. memberrkan persetuJuan terhac ap renca,ra kerJa sama dengan daerah Iain atau

deng.ln prlrak ketrga yaLg nrerrbt,banr nrasyarakat dan cjaerait,

j. mengLrpayakan terlaksananya .<ewa.liban daerah sesr,rai rjengan ketentuarr

peratura n perundang-undangan Jan

k. melaksanakan tugas dan werve r ang lain yang diatur da,am ketentuan peraturan

perurrdang-und3ngan.

(2) Pemilihan wakil kepala daer:rh dil.-lkrrl.an oleh DPRD sebagainrana dimaksud pada

ayat (1) huruf : apabila masii jabatar raxil kepala daerah masin lersisa 18 (delapan

belas) bulan at3U lebih terlliung selak l.ekosongan Jabatan wa <rl bLrpati.

(3) Perjanjian rnternasronal sebagaimana. dimaksud pada ayat (t ) hurui f adalah perjanjian

antara pemei-rntah dar pihak lrar neg(), r yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

(,1) Kerja sarra internasional sebag. imarra dimaksud pada ayat (1) h rruf g adalah kerja

sama antara pemerintah daerah dan oihak luar negeri yarng rreltputi kerja sqma

propinsi, kabupaten "kembar , kerja sama teknik ter;rasuk banruan kemanusiaan,

ker.ja sama penerusan pin1aman/ hibal, kerja sama penyertaan nrodat dan kerja sama

lainnya sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-unCangar.

Bac ian '(,-'ti1;a

Hak d,tn t(ewajiban

l:,a:,a I 10

DPRD ..nempunyat hak

a. interpelas j;

b angket, dan

c. menyatakan panoapilt

,)asa I 1'l

(1)Hak interpelasi sebagaimana dinaksud dalam Pasal 1o hLr,rf r adalah hak DpRD untuk

meminta keteranga,r kepad3 bupati n'rengenai kebilakan pernerintah kabupaten yang

penting dan strateSrs serta tJe rdampak luas paJa kelrrdupan be-masyarakat dan

hernega'a.

(2) Hak angket sebagarmana dinraksud d:rlain Pasal 1J huruf b adalah hak DpRD untuk

melakukan peny elicr <an t€,rhadap kebrla,karr F,ernerintah kabUpaten yang penlino dan



(1)

12)

(3)

strategis serta berdampak luas pada '(chldupan masya'akat, daerah, dan nega;'a yang

diduga belentangan dengan ketentuan pera.urarr perundang-undan3an.

(3) Hak menyata(an pendapat sebagarmarra drmaksud dalam Pasal 1O ruruf c adalah hak

DPRD untuk menyatakan pendapat te, radap kebijakan bupati atarr mengenai kejac'ian

luar biasa yang terladi di daerah drser ,ai dengan rekomenda.;i penyelesaiannya atau

sebagai tindak lanlut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

P a 'agraf 1

Pela ksa naa r Hak lnterpelasi

P rsa I 12

Hak interpelasi sebagairnana dimaksuc dalam Pasal 11 ayal (1) di,rsulkan oleh paling

sedikit 7 (turuh) orang anggota DPRD dar, lebih dari 1 (satu) fraksi

Usul sebagairna,ra drmaksud prda ayat ( l), disanrpaikan kepada Pirnprnan DPRD, yang

ditandatanganr cleh para peniJUSUl dan r:roerrkan nomor,:okok oleh sekretarrat DPRD.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan do<umen yang memuat

sek u ra ng-k u ra ng n ya

a. mater kebrlakan dan/atau p3laksanaan kebrlakar, perrerintah daerah yang akan

dimintakan keterangan, dan

b. alasan permintaan keterangan.

Pus al 13 r

(llUsul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 olch pimpinan DPP,D disampaikan padr:

rapat paripurna DPRD.

Dalam rapat paripurna DPRD seburga xana dimaksud pada ayat (1) para pengusul

diberi kesempatan rnenyampaikan pt r elasan lisan €.tas usr,l permrntaan keterangan

tersebut.

Pembicaraa r me,rgenai sesuatu usu, r )eminta keterangar d,lakukan dengan memberi

kesempatar, kepada:

a. anggota DPRt) lainnya untuk merrberikan pan,iangan melalui fraksi; dan

b para pengusul memberikan jawal)an atas pa roangan para anggota DPRD.

l(eputusan persetujuan at€,u penJlakan terlraclap usul permintaa,r keterangan kepada

kepala daerah ditetaF,kan calam rapet paripurna.

Usul permintaan ket3rang rn D['nD sebelum memperolelr keputusan, para pengusul

berhak m:narik kerrt a li usulannya

Usul sebagainrara drmaksud oalarn Fasal 12 manjadi hak rnterpelasi DPRD apahila

mendapat persetujuar dari rapat paripr r,a DoRtt yang dihaoiri lebih dari % (satu per

dua) jumlah anggota DPRD dan putusar, diambil dengan persetu.,r..tan lebih dari % (satu

per dua) lumlah anggcta DPRD yang ha :ir.

(2t

(3)

(4)

(s)

(6)



[);rsal 14

(1) Kepala daerah dapat hadir untuk mernberikan pen,elasan tertulis terhadap perrnintaan

keterangan an0gota DPRD seb,agaimana di.naksud dalam Pasal 13, dalanr rapat

paripurn? DPRD

(2) Apabila kepala daerah tidak dap:t hadir urntuk memberikan penjelasan teltulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), k:pala daerah menugaskan pejabat terkait untuk

mewakilir, ya.

(3) Se:tia;; anqgota Dl--RD dapat menga,L kan per.lryaan atas pelelasan tertulis kepala

Caerah seiragaimana dimaksud pada ayar '1).

i4) Terh rdap p:nrelasan teriutis kepala oae-ah sebagainrana dimaksud pada ayat (2),

DPRD da:al menyatakan pendapatnya

(5) Pernyataan pendapat sebagaimana oinraksud pada ayat (4) diiampaikan secara resmi

oleh DPFID kepada keoala daerah.

(6) Pernyataan pendapat DPRD atas p()njelasarr tertulis kepala daerah sebagaimana

dimaksud p:da ayat (5), dijadikan b;rtran untuk DpRD datan, pelaksanaan fungsi
pengawasan dan urrtuk kepala daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan

kebijakan

Paragraf 2

Pe la ksa nt an Hak Angket

F asal 15

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud da anr Pasal 1O huruf b diusulkar: oleh paling sedikit

7 (tujuh) orang anggota DPRD darn l?bi,r dari 1 (satu) fraksi

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pinrpinan DFRD, yang

dltandatangani oleh para pen!t ,rsui darr riibe rrkan nomor po(r)k oleh sekretarilt DpRD.
(3) Usul sebagaimana dimaksud p,ada af a\ (1), ciisedai dengan do<umen yang memuat

sekurang-kurangnya

a. materi sebagaimana dinraksuc, Cal;tm pasal t 1 ayal (2),

b alasa n pe, r yelid'kan.

Pasal 16

(1) Pembicaraan mengenai usul penggun;,an hak angket, diiakukan de,rgan memberikan

kescmpatan kepada anggota DPRD lairrnya unt tk member ,,arr tanggapan melalui fraksi

dan selan.jutnya pengusui memberrkan lavraban atas tanggirpan anggo a DpRD.
(2) Keputusan atas usul melakukan peny.:l,dikan torhadap kepala daeralr dapat disetujui

..,tau ditolak drtetapkan dalam rapat perr purna DpRD

(3) Usul melakukan oenyelidikan sebelum nemperoleh keputusan DpRD, penJUSul berhak
menarik kembali usulnya.

(a) Apabila usul melakuxan penyelidikan c,setujrri sebagai permintaan penyelidikarr, DpRD



menyataKan pendapat untuk mel.rkr-rl1i,n penyelidikan dan menyampaikannya

resmi kepada kelrala daerah

(5) Usur sebagaimana dimaksud dalam Fasal 't 5 manjadi hak angket DPRD

mendalJat pe setu.iuan dari rapal paripr rna DPRD yang dihadiri paling sedikit

per enrpat) dz.,ri lumlah anggota D PRD ,an p|tusan diambil dengan persetujuan

sedikit % (du:: per tiga) dari .lumlah ang3ota DPRD yang hadir

secara

apabila

% (tiga

paling

Prsal 17

(1) DPRD memuluikan menerima alau menolak usr.rl hak angket seoagaimana dirnaksud

dalam Pasa, 1O huruf b

(2) Dalam hal DPRD menerima usul hak ?n0ket sebagairnana dinraKsud pada alal (1',,

DPRD membentuk panrtia angket yang teroiri atas semua Lrnsur fraksi DpRD dengan

keputusa.l DF R D

(3) Dalam hal DFRD menolak usul hak an('ket sebirJaimana dinraksud pada ayat (l), l,sul
tersebut tidak dapat diajukan kembali.

P, sal 18

(1) Panitia angket DPRD sebagaimana dimaksr.rd dalam pasal 17 ayat (2) dalam
melakr.rkan penyetrdikan sebaoarnrana pasal 1o huru{ b dapet memanggil pejabat
pemerintah (abupaten, badan hukum atau ,varga masyaraka, di kabupaten yang

dianggap nrengeiahui atau patLt menge ahui masalah yang disr-'lic,iki untuk memberikan

keterangan serta untuk mernilta me'runiukkan surat atau dokunren yang 5erkaitan

dengan hal yang sedanq diselidiki

(2) Pejabat pemerintah kabupaten, bacan irukum, atau warga mas /ara(at di kabupaten
yang diparggil sebagaimana ,,i:maksud pada ayat (1) wajib memenuni panggilan DpRD
kecuali ada alasan yang sah menurut pe.aturan perunda,tg-undangan

(3) Dalam hal pelabat pernerrntah kabrrpalen, baclan hukr,rm ataLr wa rga masyarakat di

kabupaten telah dipanggil derrgan patut secara bert,Jrut-tur-ut tidak memenuhi
panggilan sebagaimana dimaksud pa, ra ayat (2), DpRD dapat nremanggit secara
paksa dengan bantuan Kepolisian ,,regara Republik lndonesia sesuai dengan
ketentuan pera iura n perundarg-undang:n.

Pasar 19

(1)Apabila hasil penyelidikan sebagaimana :imal.sud dalam Pasal 1O h,rruf b diterima oleh
DPRD dan ada indikasi tindak pidana, t-)pRD meny:rahkan penye lesaiannya kepada

aparat penegak hukum sesuai ketentuan Deraturan pe-un.Jang-undanEan.

(2) Apabila hasil penyrdikan kepala direrah dan/at.lu wakrl kepaia daeral^ berstatus sebagai
terdakwa, Menteri Dalam Nogeri mertl) ?rhentikan sententara bupati dan/atau wakil
bupat, dari jaoatannya.

(3) Apal>ila kepala daerah dan/atau wakil kepala deerah berc.isarkan putusan pen!adilan
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yang telah memperoleh kekuatan huk I n tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan

tindak prdana yang diancam pidana i (lima) tahurr atau lebih, DpRD mengusulkan
pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati dari labatannya kepada llenteri Dalam
Negeri

F,as a I 20

Panitia angket melaporkan pelaksar,aan t,rgasr;)a kepada rapat paripurna DpRD paling

lama 60 (enam puruh) hari se;ak Jibentrk.ya panitia angket.

p:r:arJraf 3
pelaksanaan Hak Menyatakan pendapat

P,rsal 21

(1) Hak menyatakan pendapal sebagaima'ra dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diusulkan
oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang a rggota DpRD dan lehih dari 1(satu) fraksi.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada aya (1)disampaikan kepada pir,rpinan DpRD, yang
ditandatangani oleh para pengusul dar diberi nomor pokok oleh sekretariat DpRD.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada a!.Tt (1) diserlai dengan do,<umen yang memuat
sekurang-kura ng n ya.

a. materi sebaga mana di,naksud dtria.n pasal 11 ayat (3), ;rtarr

b. materi hasil peraksar,aarr hak ,nt,,rpelasi sebagaimana dimakr.ud dalam pasal 14

atau hak angket sebagaimana di naksrrd datarr pasal 19.

P asal 22

(1)usul pernyataan pendapat sebagaiman: dimaksud dalanr pasar 2.r , oleh pimpinan
DPRD disarnpaikan dalam rapat paripun rJ DPRD setelah riendal)at pertimbarrgan dari
Badan l,4rrsyawarah.

(2) Dalam rapat paripur,ra DpRD sebag.:imana dimaksucl pada ayirt (1), para peng'.rsur

diberi kesempatan r' :mberikan penlelasan atas usul pernyataarl per,daoat t,:rsebut.
(3) Pembahasan dalam rapat paripLrrra DpRD mengenai usr,l pernyataan pendapat

rJilakukan dengan member.ikan kesempati,n kopada.

a. angiota DPRD lainnya untLrk nlerll)e.kan p,rndangan tnelal,ii iraksi
b. kepala daerah untuk memberikan l)endapatt dan

c. pa'a pengusur memberikan jawaban atas pandangan para anggcta dan per.,dapat

kepata da era h.

(4) tJsul pernyataan :endapat sebelum .renrperoleh keputuian DpRD, pengusul berhak
menarik ken.bali usu lnya.

(5) Rapat pariprrna DpRD memutuskan menerir,ra atau menor.lk,rsur perryataan pendapat
ter sebut crenjadi pendapat DpliD.

(6) Apabila DPIID menerima usur pernyataar, pendapar, keputusan DpRD memuat:
a. pernyataan perldapat,

t0



b. saran penyelesaiannya, dan

c. pennga'an.

(7) Usul sebagaimana d,maksud pada ayet (1) ,nenjadi hak rnenyatakan pendapat DpRD

apabila nret dapat persetulJarr dari rapa' paripurna ttPRD yanq dihi diri paling sedikrt %

(tiga per er.rpat) oari jur,rlah anggota [)pR[' dan putusan diambil dengan persetujuan

paling se,likit 7t (dua per tiga) ,.jari lumt: h anggota DpRD yang hadir.

Pa ag raf 4

Pelaksanaan llak Anggota DPRD

Pasal 13

Anggota DPRD m :mpunyai hak .

a. mengajukarr rancangan peratLlran (laerah,

b. mengajukan pertanyaa n,

c. menyampaikan usul dan pendapat,

d. memrlih dan dipilih,

e. memoela diri

f. imuniras,

g mengikuti orrentasi dan pcnCaiama I tugas,

h. protokorer,

i. keuangan Can administ:atir , dan

j. menerima dokumen baharn pernbal-asan dan hasil akhir pembahasan setelah r
disahkan.

[)asa I 24

( 1) setiap anggota DPRD mempunyar hak r rengajukan rarrcangan ;reraturan daerah.
(2) Usul prakarsa sebagarmana dimaKSLr.-r pada ayat (1), disampaikal kepada cimpinarr

DPRD dalam berrtuk rancangan peratur rn claerah disertai penlelasan secara tertulis dan

diberikan nomor pokok oleh sekretariai DpRD.

(3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksuc nada ayat (2) oleh pimpinan DpRD clisampaikan
pada Badan legrslasi Daerah urrtuk dri rkLrkan pengkalrar

(4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Leqrslasi Daerah, prmpinan rner yampaikan kepada
rapat paripurna DPRD.

(5) Dalam Rapat Paripurna, para pengusLrl tliberi keser:roatan mernberikar, penjelasan alas
usul sebagaimana dimaksud pada aya,. (2).

(6) Pembica'aan rnenEenar sesuatu usul prakarsa dilaki,i<an dengan rremberikan
kes.:mpatan kepada:

a. anggota DPRD lainnya untuk merrr;erikan pandangan,

b. para penQusul memberikan jaw: L.,an atas pandang an t)ata anggota DpRD
la nnya.
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(7) Usul prakarsa setelum diputuskan menjadi prakarsa DpRD, para F,engusul berhak
me ngajukan perubahan dan/atau men :abutnya kembali.

(6) Pembicaraan mernutuskan menerinra atau me,rorak usLr, pr akarsa :nenjaci prakarsa
DPRD, diakhin dergan Kepuiusarr DF,RD yang menerrma atau menc lak usui prakarsa
menjad prakarsa DPRD.

(9) Tata cara pembah rsan ranc..ngan peiaturan daerah atas prakarsa DpRD mengikuti
ketentuar, yang berraku daram pembarr?san ranca.rgan perat.lran daerah atas prakarsa
kepala oaerah.

tertulis

(2) Jawab.ln terhaclap pertanyaarr anggote DpRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dil,erik;-n seca:a risan atau secara tr rturls 611urn tenggang waktu yang disepakati
bersama

Pasa I 26

(1)setiap an(,gota DpRD daram rapat DFRD be'hak mengajukan usur dan pendapat
kepada penrerintah daerah maupun k:pada pimprnan DpRD.

(2) Usul dan pendapat sebagarmana d,,"naksud pada ayat (1), disampaikan rengan
memperhatil.an tatakrama, etika, morar. sopar santun dan kepat,.Jtan sesuai denEan
kode e-,tik DPRD

F asal 27

setiap anggota DPRD berhak untuk menrrr r dar, <,rpriirr menlacli anggota atau pimpinan dari
alat kelengkapan DFRD sesuai dengan pe.lturan perundang-uncJangan.

F,rsal 28
(1) Setiap anggota DpRD berhak menrbe a .iiri terhadap dugaan peranggaran terhadap

ktltcttlttlttt J)()r;)lllra)ll pr:rrrrtrJlnrl urr(lir1(. r1 k<ttl1 r:lrl, cjiy. l,grittrrrir,r l-ala.Iettib DpRD.
(2) Hak membera drrr sebagar'rana o,raksud pada ayar r 1) riirakukan seberum

pengambtlan k€putusan oieh Badan Ke, ormatan

(1)Setiap a.rgaota DPRD c afrat

berkaitan de ngan fungsi, tugas

p:sa I 29

(1) Anggota DPRD trdak dapat drtuntu, dr Cepan pengadilan
dan/atau peltdapat yang dikemtkakan rya baik secara
rapat DPRD maupun di luar rapat D;rtiD yang berka
wewenang DPRD

l)asal 15

nreng,: tkan pertalyaan kepada pemerintah dae,.ah

dan wev,ena|g DPRD baik secara lisan maLrpun secara

karena perr yataan, pertanyaan

IrSan |naup.rrr tertulis di dalam

tan dengan fungsi, tugas dan
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